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Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perseorangan warga negara 
Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 ayat 
(8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta 
Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 8/2015. Menurut Pemohon berpotensi mengalami 
kerugian konstitusional pada Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas 
norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 
8/2015), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 

Bahwa Mahkamah menilai Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) 
untuk mengajukan permohonan karena hak konstitusional Pemohon berupa kepastian hukum 
dan hak untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara potensial 
dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. 

Bahwa Pokok argumentasi permohonan Pemohon adalah terganggunya atau bahkan 
tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena 
adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang 
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mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. 

Bahwa Mahkamah dalam putusannya berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” 
menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. 

Bahwa melalui penafsiran sistematis, Mahkamah menemukan bahwa pembentuk 
Undang-Undang bermaksud mengatur bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 
setidak-tidaknya harus ada dua pasangan calon, namun di lain pihak tidak memberikan jalan 
keluar seandainya syarat tersebut tidak terpenuhi. 

Bahwa menurut Mahkamah pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu 
pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi 
hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh 
untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. 

Bahwa pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, 
manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat 
(pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan 
calon tersebut. Apabila rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud 
ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila suara 
rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala 
Daerah serentak berikutnya. 

Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 adalah 
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup 
pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 
peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun 
tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”. Demikian 
pula Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu 
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka 
waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan pasangan 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota”. 

Bahwa karena Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 berkait langsung 
dengan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015, sementara Pasal 49 ayat (9) dan 
Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonatitusional bersyarat, 
maka Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 dengan sendirinya juga menjadi 
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 
sebagaimana makna yang disandangkan pada Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 
8/2015. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian; Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud 
terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur”; menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
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“termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta 
Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap 
hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”; menyatakan Pasal 
50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
“termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) 
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah 
jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota”; menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 
“termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) 
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah 
jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota”; menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur”; menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 
(satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) 
pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”; menyatakan Pasal 52 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) 
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”; menyatakan 
Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
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dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 
(satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”; memerintahkan pemuatan 
Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; menolak permohonan Pemohon untuk 
selain dan selebihnya. 

 
 
 

 


